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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain Pelaku usaha/Pemohon kurang memahami tentang persyaratan perizinan laboratorium di Aplikasi OSS serta pelaku usaha / Pemohon tidak memahami cara menginput di aplikasi di OSS. Penelitian ini menggunakan alat wawancara dengan informan penelitian, observasi dan studi literatur. Data yang digunakan terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data dianalisis dalam beberapa tahap: pemilahan, analisis/pembahasan dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan izin laboratorium di wilayah kerja dinas kesehatan provinsi telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan/pelaksanaannya. Penyelenggaraan pelatihan dan perencanaan perlindungan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Pada aspek pengorganisasian terdapat tim pelaksana dalam pelaksanaan Perizinan Laboratorium di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Provinsi. Tugas pokok dan fungsi dilaksanakan dilaksanakan dengan baik oleh tim pelaksana. Pada aspek penggerakan diketahui masih ada kelemahan dimana pelaku usaha atau masyarakat sepertinya masih banyak yang belum memahami tata cara menginput di aplikasi OSS. Sehingga pada saat pengajuan perlu dilakukan penginputan terlebih dahulu. Pengawasan yang dilihat dari aspek monitoring dan pelaporan diketahui sudah dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman pelaksanaan.

Kata Kunci : Pengelolaan, Perizinan, Laboratorium

ABSTRACT

The problems in this study included business actors/applicants not being understand about laboratory licensing requirements in the OSS application and business actors/applicants not understanding how to input the application in OSS. This study used interview instruments with research informants, observation and literature study. The data used consists of qualitative data and quantitative data sourced from primary data and secondary data. The data were analyzed through stages: sorting, analysis/discussion, and drawing conclusions. From the results of the research, it is known that the implementation of Laboratory Licensing in the Work Area of the Provincial Health Office has been carried out well, but there are still obstacles in the aspect of mobilizing/implementing it. The implementation of Community Training and Protection from the planning aspect has been carried out in accordance with the applicable guidelines and regulations. In the organizational aspect, there is an implementation team in implementing Laboratory Licensing in the Work Area of    the Provincial Health Office. The main tasks and functions are carried out properly by the implementing team. In the mobilization aspect, it is known that there are still weaknesses where business actors or the public seem to still not understand the procedure for inputting into the OSS application. So that at the time of submission it is necessary to input it first. Supervision seen from the aspect of monitoring and reporting is known to have been carried out properly according to the implementation guideline

Keywords: Management, Licensing, Laboratory
PENDAHULUAN

 Penyelenggaraan pelayanan publik yang bermutu diberi kehidupan baru melalui Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009. Undang-undang ini mengartikan pelayanan publik sebagai suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk sehubungan 

dengan barang, jasa, dan pelayanan publik. pelayanan, dan/atau pelayanan administratif yang diberikan oleh penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. publik. asalkan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel menawarkan perizinan laboratorium sebagai salah satu layanan perizinannya. Tentu saja izin laboratorium sangat penting karena mengandung risiko dan masalah kesehatan di bidang medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Bidang Kesehatan merupakan peraturan yang saat ini disebutkan terkait dengan Pengelolaan Perizinan Laboratorium. Apabila seluruh prosedur perizinan berusaha telah selesai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka sistem perizinan berusaha elektronik yang terintegrasi akan mulai diterapkan.

Berdasarkan temuan awal, Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan terkait pelaksanaan perizinan laboratorium, antara lain pengusaha dan pemohon belum mengetahui persyaratan perizinan laboratorium dalam permohonan OSS dan bingung cara pengajuannya. Untuk itu, OSS harus memuat pertanyaan-pertanyaan berikut.

Berdasarkan konteks tersebut di atas, maka akan ditulis tesis berjudul “Analisis Penyelenggaraan Perizinan Laboratorium di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan” yang akan diteliti lebih lanjut.

Permasalahan berikut dapat ditemukan dengan melihat data dan informasi yang mendasari permasalahan tersebut:.

a. Pelaku usaha dan pemohon tidak mengetahui persyaratan perizinan penerapan OSS untuk laboratorium.

b. Pelaku ekonomi yang ingin melamar tidak mengetahui caranya.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan izin laboratorium di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan?” berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana izin laboratorium digunakan di lingkungan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas.

Manfaat utama dari penelitian ini adalah keunggulannya secara teori. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan menjadi bahan penelitian yang berharga bagi para akademisi yang mempelajari pelayanan publik. Selain itu diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas serta masukan bagi pihak terkait atau instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perizinan laboratorium. pesta dengan akses terhadap informasi yang diperlukan. 

TINJAUAN PUSTAKA

“Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya,” kata    

Terry (dalam Syafiie, 1998: 2). Gagasan manajemen yang dikemukakan oleh Terry mengacu pada suatu prosedur unik yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan serta dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Kata “manajemen” secara etimologis berkaitan dengan kata Latin “manus” yang berarti “tangan”. Kata kerja Italia “maneggiare” (mengendalikan) dan kata Inggris “manage” yang berarti “mengorganisasikan” juga saling berhubungan.

Tugas pencapaian tujuan termasuk dalam manajemen, yang dilakukan oleh orang-orang dengan menggunakan tindakan yang telah ditentukan sambil mengerahkan upaya terbaiknya. Hal ini mencakup mencari tahu apa yang harus mereka lakukan, mencari tahu bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka melakukannya, dan mengukur keberhasilan upaya mereka. Membangun dan memelihara lingkungan yang menawarkan kontribusi dan kontrol ekonomi, psikologis, sosial, politik, dan teknis juga penting (Terry, 2009: 9).

Fathoni (2006: 27) menggambarkan manajemen sebagai suatu proses khas yang mencakup langkah-langkah mulai dari penetapan tujuan hingga pengawasan, dimana setiap bidang menggunakan pengetahuan dan keahlian yang diterapkan secara berurutan untuk mencapai target yang telah ditentukan. awal.

Menurut berbagai definisi yang telah dikemukakan, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan kerja guna mencapai hasil yang diinginkan dan sasaran yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut Terry (dalam Fathoni, 2006: 29) fungsi - manajemen meliputi:

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan adalah proses memutuskan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan di masa depan dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Terry (2009:17) mendefinisikan perencanaan sebagai mengidentifikasi tugas-tugas yang perlu diselesaikan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari perencanaan karena alternatif keputusan dipilih selama proses ini. Membuat rencana aksi untuk masa depan memerlukan kapasitas untuk membayangkan dan membuat rencana ke depan.

Sebuah rencana yang kuat harus mencakup keenam elemen perencanaan, khususnya menangani apa yang perlu dilakukan—yakni, mencari tahu apa yang perlu dilakukan. Mengapa tindakan itu perlu dilakukan—yakni, menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya tindakan—dilakukan, di mana tindakan itu dilakukan—yaitu, mengidentifikasi lokasi—kapan tindakan itu dilakukan —yaitu, mengidentifikasi waktu untuk melakukan tindakan—siapa yang akan melakukan tindakan tersebut—yaitu, mengidentifikasi pelaku yang akan melakukan tindakan tersebut—dan bagaimana melakukan tindakan tersebut—yaitu, mengidentifikasi cara melakukan tindakan tersebut tindakan.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Membangun ikatan yang kuat antara setiap bagian atau sub-bagian adalah tujuan pengorganisasian, karena hal ini memfasilitasi koordinasi yang efektif di antara mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terry (2009: 17) mengemukakan bahwa pengorganisasian memerlukan pengalokasian tugas kepada seorang manajer untuk melaksanakan pengelompokan; menciptakan otoritas antar kelompok atau unit organisasi; dan membagi komponen kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok.

c. Penggerakan (Actuating)

Suatu tindakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok bersedia bekerja dengan gembira sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien disebut dengan mobilisasi. Menggerakan, dalam pengertiannya yang paling mendasar, adalah pergerakan individu menuju pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam buku Djati Julitriasa, Arifin Abdul Rachman menambahkan bahwa gerak adalah suatu kegiatan manajemen untuk menjadikan orang lain suka dan mampu berkarya.

Fungsi- fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut :
1) untuk membujuk seseorang atau sesuatu agar terbuka untuk diikuti.

2) Hal ini melemahkan kekuatan perlawanan pada satu orang atau lebih.

3) Untuk memastikan bahwa seseorang atau orang menikmati melakukan pekerjaannya dengan baik.
4) Memperoleh, memelihara, dan memupuk kesetiaan, kasih sayang, dan rasa cinta terhadap pemimpin, tugas, dan organisasi tempatnya bekerja.

5) Menanamkan dalam diri masyarakat rasa tanggung jawab penuh terhadap Tuhannya, negaranya, dan tugas yang mereka lakukan.

Sedangkan menurut Anggowo fungsi pelaksanaan antara lain sebagai berikut:
1) Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberi motivasi kepada pekerja agar dapat bekerja secara efektif dan efesien dalam pencapaian tujuan.

2) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.

3) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

4) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi.

d. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan mengacu pada proses penunjukan manajer atau unit yang bertindak atas nama manajemen organisasi dan bertanggung jawab mengumpulkan semua data dan informasi yang diperlukan manajemen organisasi untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan yang akan dievaluasi. Proses pemantauan biasanya mencakup setidaknya lima langkah (steps). Tahapan pemantauan tersebut terdiri dari: menetapkan standar pelaksanaan, menetapkan metrik kegiatan, mengukur pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya, membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisis kesenjangan, dan terakhir mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.

Unsur manajemen yang akan dilihat pada penelitian ini yaitu pada tataran pelaksanaan kegiatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini melakukan penyelidikannya dengan menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Metodologi penelitian ini didukung dari beberapa sudut. Arikunto (1996:127) menekankan bahwa penelitian deskriptif tidak melibatkan spekulasi. Menurut Sugiyono (1994:6), metode deskriptif adalah proses melakukan penelitian terhadap variabel bebas tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Dalam mengkaji pelaksanaan perizinan laboratorium di wilayah operasi laboratorium, digunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

Wawancara, dokumentasi dan observasi merupakan tiga teknik pengumpulan data yang digunakan. Pendekatan analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana dalam Mudir (2016) digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data. Pendekatan ini mencakup langkah-langkah untuk memadatkan data, menyajikannya, menarik kesimpulan, dan memverifikasi kesimpulan tersebut.

Definisi operasional penelitian ini ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berikut hasil penelitian mengenai pelaksanaan Perizinan Laboratorium di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan maka kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Planning (Perencanaan)

a. Perencanaan SOP

Kegiatan perencanaan SOP dilakukan pada awal tahun Anggaran yang disusun oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan. Perencanaan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak ada kendala dalam penyusunannya.

b. Perencanaan Target Izin Perencanaan target izin dalam pelaksanaan perizinan l laboratorium di wilayah kerja  Dinas disesuaikan dengan jumlah laboratorium yang ada di wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan disesuaikan dengan masa berlaku izin masing-masing Laboratorium Kesehatan yang telah berizin sebelumnya.

2. Organizing (Pengorganisasian)

a. Pembentukan Tim Pelaksana

Terdapat
tim pelaksana dalam pelaksanaan perizinan laboratorium di Provinsi Sumatera       Selatan dilaksanakan dengan penunjukan tim pelaksana dengan  Surat Keputusan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Tim Pelaksana Pelayanan perizinan laboratorium kesehatan di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan dan SK yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.

3. Actuating (Penggerakan)

Permohonan izin dari Masyarakat Pelaksanaan permohonan izin dari masyarakat mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. Terdapat persyaratan permohonan yang perlu diajukan dan di upload ke aplikasi OSS untuk Laboratorium Medis Pratama dan Utama. Akan tetapi pada tahapan permohonan ini masih ada kelemahan dimana pelaku usaha atau masyarakat sepertinya masih banyak yang belum memahami tata cara menginput di aplikasi OSS. Sehingga pada saat pengajuan perlu dilakukan penginputan terlebih dahulu.

a. Verifikasi berkas
Verifikasi berkas pada perizinan laboratorium pratama melalui OSS dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sedangkan untuk perizinan laboratorium kesehatan daerah yang belum BLUD verifikasi berkas melalui DPMPTSP Provinsi Sumsel serta mendapatkan Rekomendasi Teknisnya dan selanjutnya verfikasi dilakukan oleh Dinas  Kesehatan Prov.Sumsel.

b. Proses Pembuatan Izin

Proses
pembuatan

izin laboratorium medis pratama disesuaikan dengan PMK Nomor 14 Tahun 2021 dimana pemohon mengajukan permohonan izin dengan menggunggah berkas di aplikasi OSS. Pada proses ini terkadang terkendala waktu dimana masih banyak pemohon yang mengajukan izin belum memahami tatacara penggunaan aplikasi OSS sehingga memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan permohonan izin dikarenakan harus melakukan pengajuan persyaratan ke aplikasi OSS terlebih dahulu.
c. Penerbitan izin

Penerbitan izin laboratorium dilakukan setelah selesainya proses pembuatan izin, penerbitan izin dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan baik itu untu Perizinan Laboratorium Medis Pratama maupun untuk Perizinan Laboratorium Kesehatan Daerah yang belum BLUD. Dan Selanjutnya izin dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan.

d. Pengambilan Izin Yang Telah       Diterbitkan

Pengambilan izin dilakukan setelah penerbitan izin keluar dimana akan dihubungi kekontak pemohon jika izin sudah terbit. Pengambilan izin yang telah terbit dilakukan di DPMPTSP Provinsi Sumatera  Selatan,  tidak ada kendala dalam proses       pengambilan izin yang dilakukan jika sudah dinyatakan selesai dan sudah diterbitkan.
4. Controlling (Pengawasan)

a. Monitoring

Terdapat monitoring dalam pelaksanaan Kegiatan perizinan laboratorium.

b. Pelaporan

Terdapat pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan perizinan laboratorium

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Perizinan Laboratorium di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Provinsi sudah terlaksana dengan baik namun masih ada kendala pada
aspek penggerakan / pelaksanaannya. dilihat dari aspek perencanaan telah dilakukan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Pada aspek pengorganisasian terdapat tim pelaksana dalam pelaksanaan Perizinan Laboratorium di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Provinsi.

Tugas pokok dan fungsi dilaksanakan dengan baik oleh tim pelaksana. Pada aspek penggerakan diketahui masih ada kelemahan dimana pelaku usaha/masyarakat sepertinya masih banyak yang belum memahami tata cara menginput diaplikasi OSS. Dilihat dari aspek monitoring dan pelaporan diketahui sudah dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, P. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.

Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Sinar Grafika.

Arikunto. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Delfina Gusman. 2018. Tumpang Tindih Dalam Proses Perizinan Pratam di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang. MB.WD-Unes LawReview-review-unes.com.

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.

Fayol, Henry. General and Industrial Management, Sir Isaac, Pitman & Sons, ltd, London.

Hasibuan., & Malayu S.P. 2016.. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta PT. Bumi Aksara.

Manullang, M. 2005. Dasar-Dasar Manajemen. Yogyakarta: Gadjah Mada.

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Notoatmodjo,
Soekidj 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. PT Renika Cipta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. No.14 Tahun 2021.

Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Jakarta jdih.kemkes.go.id.

Strauss, Anselm dan Yuliet Corbin, 1990, Basic of Quality Research, Grounded Theory procedures and Techniques. Sage Publications, The International Professional Publihers Newbury Park London: New Delhi.

Syafiie, Inu Kencana. 1998. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: PT PERTJA.

Singarimbun, Masri dan Soffian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Yogyakarta : LP3ES.

Sugiyono. 1994. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta.

Surakhmad, Winarno. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik. Tarsito: Bandung.

Terry, George R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Fahmi. 2007. Panduan Peraktis Perizinan Usha Terpadu. Jakarta: PT Grasindo.

Wieky Rmanto. 2017. Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota/Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat. Jurnal Ilmiah.
Magister Ilmu Administrasi. Jurnal.unnur.ac.id.

Y. Sri Puyatmoko. 2009. Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta : Graindo.

E-ISSN	: 2797-877X   


P-ISSN : 1978-4465    








